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ABSTRACT

One of the problems that still occur in Indonesia today is the weakness
of the Government Internal Control System (SPIP). This is indicated by
the many findings of BPK's examination of weaknesses in the
government's internal control system. In this case, there is a role for
government internal auditors that are highly expected to create an
effective and sustainable control system. This study aims to determine
the effect of the role of APIP in implementing the Maturity of the SPIP
at the Inspectorate Kab. South Solok. This research is a quantitative.
The population and sample in this research were all government
internal supervisory apparatus at the Inspectorate Kab. South Solok.
Data collection technique used is through a questionnaire. The analysis
technique used in this research is descriptive statistical analysis. The
instrument were tested using validity test, reliability test, and normality
test. Data analysis technique used is multiple linear regression
analysis.The results showed that the role of leadership, internal
supervisors, consultants, and catalysts had a positive effect on the
implementation of the maturity of SPIP. While the role of quality
assurance has a negative effect on the implementation of the maturity of

SPIP.

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efektif.
Untuk mewujudkannya, dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan yang memadai bahwa
penyelenggaraan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dapat mencapai tujuan. Sistem ini
dikenal sebagai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Pengendalian intern pada pemerintah pusat dan
pemerintah daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP). SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara
terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya
tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset
negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP 60/2008, Bab | Ps. 1 butir 1). Sistem
Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya
memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak. Sehingga dalam pengembangan dan
penerapannya perlu dilakukan secara komprehensif dan harus memperhatikan aspek biaya manfaat (Cost and
benefit), rasa keadilan dan kepatutan, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta
mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Penelitian Sardi (2016), memberikan bukti bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif
terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. Kenyataannya, Sistem Pengendalian Intern di Indonesia rata-rata masih
berada pada level berkembang sehingga belum dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap
akuntabilitas kinerja. Keberhasilan atas tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pemerintah tidak lepas dari
peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang menjadi unsur penting dalam mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik (www.kemenkeu.go.id). Untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan
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bersih serta berorientasi pada kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, peran fungsional APIP pun diperluas
dengan diterbitkannya Peraturan MENPAN No.5 Tahun 2008, Peraturan MENPAN-RB No.19 Tahun 2009, dan
Standar Audit Internal Pemerintah Indonesia, tentang perluasan tugas dan wewenang dari APIP yang semula
sebagai auditor internal pemerintah diperluas menjadi konsultan manajemen untuk mengefisienkan
penyelenggaraan pemerintah dan aparat pencegah serta pemberantasan korupsi di internal pemerintah
(Novriansa dan Riyanto, 2016). Salah satu jenis pengawasan pemerintah daerah adalah pengawasan internal.
Pengawasan internal ini dijalankan oleh aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) pada Inspektorat Daerah
(Trisnawati, 2018).Peran utama APIP adalah sebagai konsultan dan problem solver bagi pemerintah daerah
dengan tugas melakukan pemeriksaan, review, monitoring dan evaluasi, serta pengawasan lain terhadap
penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi pemerintah daerah (Matei dkk., 2017:90).

Pengawasan pemerintah daerah bermaksud untuk memastikan bahwa seluruh institusi yang
melaksanakan fungsi publik benar-benar menjalankan kegiatannya secara efisien dan efektif. Kenyataannya,
pengawasan internal masih menghadapi kendala di berbagai pemerintah daerah di Indonesia. Aparat
pengawasan belum cukup berintegritas dan memiliki kapabilitas, aparat pengawasan belum benar-benar
independen, dan kebutuhan jumlah personel aparat pengawasan belum terpenuhi (Anonim, 2016a:1).

Permasalahan yang terjadi saat ini di lingkungan pemerintah di Indonesia berkaitan dengan kasus-kasus
kecurangan seperti korupsi. Banyak pihak yang berpendapat salah satu penyebab terjadinya permasalahan
tersebut adalah kelemahan sistem pengendalian intern. Ketua BPK RI, Moermahadi Soerja Djanegara juga
menyampaikan “permasalahan tersebut adalah temuan pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan” (gemamedianet.com). Kecurangan atau pelanggaran
terhadap ketentuan perundangan, khususnhya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara,
pemeriksa harus melakukan pengembangan prosedur audit dan mengungkapkannya dalam LHP. Tindakan
pencegahan korupsi dapat dilakukan melalui pengelolaan risiko dan kegiatan pengendalian (BPKP, 2013).
Selain itu, Ketua Umum Badan Pengurus Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA
RI), Drs TB Rahmad Sukendar, menganggap, salah satu penyebab maraknya kecurangan keuangan daerah
adalah lemahnya Badan Pengawas Daerah atau Inspektorat. Intinya, kata dia, Inspektorat adalah Instansi Daerah
yang menyebar pemerintahan Daerah (Pemda) dan Desa, sekaligus mencegah pemulihan sejak dini.“Inspektorat
Daerah selama ini, dan sengaja tidak memperkuat pengawasan dan praktik terhadap korupsi di daerah. Ini
mendorong maraknya kasus korupsi keuangan daerah dan bergulir Dana Desa oleh Oknum Kades,” kata
Rahmad (kulitinta.id).

Fenomena mengenai masih lemahnya pengawasan inspektorat, terjadi di Aceh Tenggara yaitu salah satu
anggota DPRK Aceh Tengara menilai auditor Inspektorat masih lemah dalam mengawasi penggunaan anggaran,
mulai dari pemkab, kecamatan sampai pedesaan. Bahkan, dana desa yang mencapai ratusan juta rupiah diduga
diselewengkan atau juga hanya melibatkan beberapa orang yang dekat dengan kepala desa, kepala inspektur
Aceh Tenggara, Sanudin kemarin mengaku tim auditor terbatas, hanya berjumlah 18 orang, yang seharusnya 48
orang atau lebih. Masyarakat meminta bupati untuk menambah tenaga auditor, bahkan dapat memanfaatkan
tenaga kontrak yang memiliki kemampuan dalam bidang auditor, para auditor harus bekerja profesional, karena
jika tidak akan berdampak runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawasan internal
(aceh.tribunnews.com). Berdasarkan fenomena tersebut, pada kasus Inspektorat Kota Aceh, dalam pengawasan
peran auditor internal mengelola aktivitas audit internal tidak terpenuhi, karena Sumber daya audit internal tidak
sesuai, tidak memadai dan tidak dapat digunakan secara efektif. Selain itu terkait kelemahan sistem
pengendalian, BPK mengungkapkan 9.808 temuan yang memuat 15.773 permasalahan meliputi 7.539
permasalahan kelemahan sistem pengendalian internal dan 8.030 permasalah ketidakpatuhan terhadap ketentuan
perundang-undangan senilai Rp10,06 triliun (kompas.com).

Kabupaten Solok Selatan telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas audit laporan
keuangan Pemerintah Daerah. Namun BPK masih menemukan permasalahan (temuan) audit baik itu audit atas
laporan keuangan, audit sistem pengendalian internal dan audit kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan. Dari hasil pemeriksaan BPK Tahun 2017 pada pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan
menunjukkan bahwa penerapan SPIP pada Pemda Solok Selatan belum diterapkan secara maksimal. Terdapat
temuan pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern, antara lain:

1. Pemungutan pajak hotel dan pajak restoran tidak sesuai petunjuk pelaksanaan.

2. Kesalahan penganggaran Belanja Modal pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan
3. Penatausahaan dan Pemakaian Aset Tetap belum sesuai dengan

4. Ketentuan Pengelolaan Barang Milik Daerah (padang.bpk.go.id).
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Dari temuan kelemahan sistem pengendalian internal oleh BPK di atas, bisa disimpulkan bahwa
keberhasilan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah di Kab. Solok Selatan masih lemah atau
belum maksimal. Untuk mengukur tingkat keberhasilan penyelenggaraan SPIP, dilakukan penilaian maturitas
(kematangan) implementasi SPIP. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan kerangka kerja yang
memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan
berkelanjutan. Tingkat maturitas ini dapat digunakan paling tidak sebagai instrumen evaluatif penyelenggaraan
SPIP dan panduan generik untuk meningkatkan maturitas sistem pengendalian intern. Pengukuran tingkat
maturitas SPIP menunjukkan kemampuan penyelenggaraan SPIP dalam peningkatan kinerja, transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah. Satuan ukur dari pengukuran maturitas sistem pengendalian
intern adalah level maturitas. Level tersebut ditentukan dengan membuat skala dari level 0 sampai level 5.
Selain sebagai alat ukur, pelevelan ini nantinya dapat menjadi sarana organisasi merancang rencana tindak
(action plan) untuk melakukan perbaikan berkelanjutan menuju level yang lebih tinggi.

Mulai tahun 2016 Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) disibukkan lagi dengan pekerjaan baru
yaitu menilai maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada instansinya masing-masing.
Rupanya kesibukan ini muncul dipicu oleh target indikator kinerja bidang aparatur negara yang ditetapkan
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJIMN) 2015-2019 di bawah pemerintahan
Presiden Joko Widodo. Indikator kinerja berupa "tingkat kematangan implementasi SPIP" ditargetkan mencapai
level 3 dari skala 1-5 pada tahun 2019 (RPJMN 2015-2019 Buku II). Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) sebagai instansi pembina penyelenggaraan SPIP telah menyiapkan pedomannya.
Pedoman ini ditetapkan melalui Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan
Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (klikharso.com).

Dalam pelaksanaan SPIP Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat melakukan penilaian Maturitas di
Kabupaten Solok Selatan yang menunjukkan Solok Selatan berada pada level 2 (berkembang)
(inspektorat.sumbarprov.go.id). Artinya Kabupaten Solok Selatan harus melakukan upaya lebih keras lagi untuk
meningkat dari level 2 (berkembang) ke level 3 (terdefinisi). Dalam hal ini peran inspektorat sangat dibutuhkan,
karena inspektoratlah yang memiliki tugas dan fungsi dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan maturitas
SPIP.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Angel (2017) dimana peran Inspektorat dalam pelaksanaan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah meliputi
1. kepemimpinan, dimana inspektorat sebagai pembina pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di

Kabupaten,

2. pengawasan intern, dalam hal ini Inspektorat Kabupaten/Kota mempunyai fungsi Pengawasan Intern yang
mencakup kegiatan yang berkaitan langsung dengan penjamin kualitas yang mendukung terselenggaranya
pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta bersih dari praktek KKN,

3. konsultan (consultant), Inspektorat Kabupaten membuka ruang yang selebar-lebarnya kepada semua SKPD
yang ingin melakukan konsultasi terkait dengan masalah-masalah dalam pengelolaan keuangan daerah,
baik di tingkat SKPD sampai tingkat desa, khususnya lagi konsultasi pertanggungjawaban dana desa,

4. penjamin mutu (quality assurance), dalam setiap pelaksanaan audit diharapkan mampu mengidentifikasi
risiko dan mendorong proses perbaikan yang berkelanjutan, mendorong APIP Inspektorat Kabupaten untuk
melaksanakan salah satu perannya sebagai penjamin mutu. Kemudian penambahan variabel katalisator dari
penelitian Arfiani dkk. (2020), yang menyatakan fungsi Inspektorat sebagai katalisator, Inspektorat akan
ikut berperan mulai dari penentuan tujuan yang hendak dicapai sampai dengan menentukan tindakan-
tindakan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut.

Beberapa penelitian tentang penerapan SPI sudah pernah dilakukan diantaranya penelitian yang
dilakukan oleh Zumriyatun Laila (2010) pada dua Pemda di Sumatera Barat, menemukan bahwa penerapan
SPIP di Kabupaten Tanah Datar maupun Kabupaten Pasaman berada pada level sedang karena masih banyak
ditemukan kelemahan-kelemahan SPIP. Widya Pratiwi (2012) menemukan bahwa penerapan Sistem
Pengendalian Intern di Kabupaten Bungo berada pada level cukup. Dalam penelitian Fitrianty (2017), belum
tercapainya target level 3 (tiga) maturitas SPIP di Kabupaten Gorontalo mengindikasikan bahwa penerapan
SPIP masih mengalami banyak kendala. Kendala-kendala dalam penerapan SPIP yaitu kompetensi SDM belum
memadai, kuantitas SDM belum sesuai dengan kebutuhan organisasi, terbatasnya anggaran, kurangnya
kepatuhan, belum maksimalnya kegiatan evaluasi dan dokumentasi, dan terdapat kegiatan yang belum didukung
dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala
dalam penerapan SPIP yaitu: 1) program pengembangan SDM melalui diklat substantif dan pelatihan kantor

78

This is an open access article under the CC BY- SA license.
Corresponding Author : Nasrullah Djamil



Jurnal

Vol. 1, No. 2 (Juni, 2023)
ISSN : 3025-2563 Pp.76-88

sendiri, 2) memaksimalkan anggaran, 3) membangun komunikasi yang efektif, 4) menambah jumlah auditor dan
5) membangun komitmen organisasi.

Dari fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh
Peran Aparat Pengawas Intern (APIP) dalam Pelaksanaan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) (Studi Empiris Pada Inspektorat Kabupaten Solok Selatan)”.

KAJIAN LITERATUR
A. Teori Agensi

Dalam hubungan ini terjadi perbedaan kepentingan antara agent dan principal dan adanya perbedaan
informasi yang dimiliki serta tujuan dan pilihan risiko terkait usaha yang dilakukan antara agent dengan
principal sehingga dapat menimbulkan konfik diantara keduanya (Aikins, 2012). Konflik akan terus meningkat
karena principal tidak dapat mengawasi aktivitas agent sehari-hari untuk memastikan bahwa agent telah bekerja
sesuai dengan keinginan dari principal sehingga berdampak pada timbulnya asimetri informasi (Latifah, 2010).

Masyarakat sebagai principal memiliki hak menilai dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah agar
mampu memberikan pelayanan yang baik bagi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah dituntut sebagai
agent dan diberi wewenang untuk mengelola anggaran dari masyarakat agar mampu memenuhi harapan
masyarakat. Dua sisi yang berbeda ini seringkali menimbulkan konflik. Apalagi masyarakat kebanyakan tidak
puas dengan hasil kinerja pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian untuk mengatur perbedaan dua
kepentingan tersebut yang sangat menentukan pengelolaan sumber daya yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Teori keagenan yang kita ketahui bersama menempatkan auditor, dalam pengertian luas, pada tempat
yang strategis. Auditor ada untuk memberikan jaminan terhadap pencapaian tujuan prinsipal yang dititipkan
pada agen akan terlaksana dengan baik. Keputusan-keputusan prinsipal, akan diwarnai dengan sangat tebal oleh
saran-saran dari auditor. Tingkat kepercayaan prinsipal kepada agen, ditentukan oleh sejauh mana auditor dapat
mengerjakan tugasnya dengan baik. Untuk mendapatkan saran yang paling tinggi derajatnya, dalam hal ini
prinsipal membutuhkan entitas yang merdeka, atau independen dari segala kepentingan. Independensi tersebut
dipercaya akan mengarahkan kepada obyektivitas saran auditor yang akan menambah nilai suatu organisasi
(Bayhi, 2012).

Auditor berperan sebagai penengah kedua belah pihak (agent dan principal) yang berbeda kepentingan
dalam mengelola keuangan perusahaan. Tugas dari auditor diantaranya adalah memberikan pendapat atas
kewajaran laporan keuangan. Dengan diaudit oleh auditor yang independen, agent dapat membuktikan bahwa
kepercayaan principal tidak diselewengkan untuk kepentingan pribadi agent (Saputri, 2018). Penerapan good
governance oleh pemerintah dan memaksimalkan efektivitas peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)
sebagai auditor internal pemerintah menjadi mekanisme yang penting untuk pengelolaan sumber daya yang
efektif dan efisien untuk meningkatkan Kinerja pemerintah yang berimbas pada kesejahteraan masyarakat

(principal).

B. Peran Pengawasan Internal (watchdog) terhadap pelaksanaan Maturitas SPIP

APIP mengawasi setiap instansi pemerintah daerah apakah kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan
sudah dilaksanaan dengan baik atau belum. Melalui pengawasan yang baik APIP dapat menilai pelaksanaan
SPIP pada setiap instansi. Dengan pengawasan terhadap pelaksanaan SPIP, dapat mengurangi tindakan
menyimpang yang tidak sesuai dengan aturan yang dilakukan oleh seseorang untuk kepentingan pribadi. Jika
APIP telah melaksanakan peran pengawasannya dengan baik akan berdampak pada pemerintahan yang bersih
dari tindakan menyimpang. Sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat (principal) kepada instansi
pemerintah (principal) bahwa pengelolaan pemerintah telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah
ditetapkan.

C. Peran Konsultan (consultant) terhadap pelaksanaan Maturitas SPIP

APIP sebagai konsultan diharapkan mampu memberikan manfaat berupa saran untuk perbaikan dan ikut
berpartisipasi membantu instansi melakukan berbagai tindakan perbaikan tersebut. Dengan saran perbaikan
yang diberikan oleh APIP dapat mendukung adanya pelaksanaan SPIP yang baik pada setiap OPD. Sehingga
sebagai konsultan, APIP dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat (principal) bahwa setiap OPD (agent)
telah menjalankan setiap kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
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D. Peran Penjamin Mutu (quality Assurance) terhadap Pelaksanaan Maturitas SPIP

Inspektorat sebagai penjamin mutu yaitu menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien
dan efektif dan sesuai dengan aturannya dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks pelaksanaan SPIP,
APIP menjamin bahwa setiap OPD telah melaksanakan kegiatannya sesuai dengan SPIP. Dengan demikian,
sebagai penjamin mutu APIP dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat (principle) bahwa setiap OPD
(agent) telah menjalankan tugasnya dengan baik.

E. Peran Katalisator terhadap Pelaksanaan Maturitas SPIP

Sebagai katalisator APIP melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh organisasi yang
mendorong kearah yang lebih baik, sehingga akan membantu efektivitas pelaksanaan SPIP organisasi tersebut.
Dengan pelaksanaan SPIP yang efektif akan mampu meminimalisir kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi.
Sehingga APIP dalam meyakinkan principle bahwa setiap OPD telah melaksanakan tugasnya dengan baik
dengan tidak mengutamakan kepentingan pribadinya.

F. Teori Peran

Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang
merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah
“peran” yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai
tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu dia diharapkan untuk berprilaku secara tertentu. Posisi
seorang aktor dalam teater dinalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki
kesamaan posisi (Sarwono, 2015).

Peranan menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang
berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peranan disebut “role” yang definisinya adalah “person’s
task or duty in undertaking.” Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau
pekerjaan”(Mukmin, 2014).

Inspektorat merupakan suatu lembaga pengawasan di lingkungan pemerintah daerah, memainkan
peranan yang sangat penting dan signifikan untuk kemajuan dan keberhasilan pemerintah dalam
menyelenggarakan pemerintahan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Peran dan fungsi Inspektorat
antara lain sebagai mitra kerja pemerintah daerah untuk memudahkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) di unit kerja masing-masing agar dapat mencapai tujuan dan sasaran kegiatan operasionalnya dengan
efektif dan efisien (Angel, 2017).

G. Kerangka Konseptual
Gambar 1.1
Kerangka Konseptual

Pelaksanaan Maturitas
SPIP (Y)

=
o)
S
(%]
c
=
Q
=
x
w
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METODE

Menurut metodenya, jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian survei (survey research) yang
berupa penelitian penjelasan dan pengujian hipotesa (explanatory). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh
aparat pengawas internal pada kantor Inspektorat Kabupaten Solok Selatan yang berjumlah 30 orang, teknik
pengambilan sampel menggunakan sensus, yaitu seluruh populasi dijadikan sampel. Variabel yang digunakan
dalam penelitian ini adalah : Kepemimpinan (X1), Pengawas Internal (X2), Konsultan (X3), Quality Assurance
(X4), Katalisator (X5) dan Pelaksanaan Maturitas SPIP ().

Untuk pengujian dalam penelitian ini, digunakan :

1. Uji Statistik Deskriftif

Statistik deskriftif memberikan gambaran atau deskripsi suatu yang dilihat dari kriteria nilai rata-rata
(mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (Ghozali, 2018).

2. Uji Kualitas Data (Instrumen)

Instrumen penelitian merupakan media dalam pengumpulan data, sehingga kuesioner dikatakan reliabel
jika jawaban responden konsisten bila diajukan pertanyaan yang sama dalam waktu yang berbeda. Untuk
mengetahui reliabilitas suatu kuesioener yang merupakan indikator dari variabel penelitian, maka di perlukan uji
reliabilitas dan validitas.

a. Uji validitas (Test of Validity)

Uji validitas dilakukan terhadap item-item yang telah disusun berdasarkan konsep operasionalisasi
variabel beserta indikator-indikatornya. Suatu item dianggap shahih jika item tersebut mampu
mengungkapkan apa yang diungkapkan atau apa yang ingin diukur. Uji validitas dalam penelitian ini
menggunakan Item-Total Statistic. Menilai kevalidan masing-masing butir pertanyaan dapat dilihat dari
nilai Corrected item-Total Correlation masing-masing butir peryataan.

Pernyataan dikatakan valid jika Corrected item-Total Correlation memiliki nilai kritis > dari 0,3
atau 30%. Dengan demikian maka item yang memiliki korelasi > 30% dikategorikan valid, sedangkan item
yang memiliki korelasi < 30% dikategorikan tidak valid dan akan disisihkan dari analisis selanjutnya
(Ghozali, 2018).

b. Uji Keandalan/Reliabilitas (Test of Reliability)

Kriteria yang digunakan dalam uji ini adalah One Shot, artinya satu kali pengukuran saja dan
kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lainnya atau, mengukur korelasi antar jawaban
pertanyaan. Pada SPSS reliabilitas dilakukan dengan uji statistik Cronbach Alpha (o). Suatu konstruk
dikatakan handal atau reliabel jika memberikan nilai a. > 0,60 (Ghozali, 2018).

3. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas Data

Ghozali (2018) menjelaskan bahwa uji normalitas adalah langkah awal yang harus dilakukan untuk
setiap analisis mulivariate khususnya jika tujuannya adalah inferensi. Jika terdapat normalitas, maka
residual akan terdistribusi secara normal dan independen. Pada penelitian ini untuk menguji normalitas
data menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, kriteria yang digunakan adalah jika masing-masing variabel
menghasilkan nilai K-S-Z dengan P > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing data pada
variabel yang diteliti terdistribusi secara normal.

b Uji Multikolinieritas

Uji multikolnearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar
variabel independen.Model uji regresi yang baik selayaknya tidak terjadi multikolinearitas. Untuk
mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas. Menganalisis korelasi antar variabel independen. Jika
antar variabel independen ada korelasi, dimana nilai VIF > 10 maka dapat diketahui bahwa ada
multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi. Jika nilai VIF < 10 maka dapat diketahui
bahwa tidak ada multikolnearitas antar variabel independen dalam model regresi (Ghozali, 2018).

c. Uji Heterokedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi berganda yang diuji
terjadi ketidaksamaan varians dari residual pengamatan yang satu dengan yang lainnya.Metode untuk
menguji ada atau tidaknya heteroskedastisitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji glejser.
Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas atau dapat dikatakan sebagai
homokedastisitas. Penelitian ini menguji ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan menggunakan uji

81

This is an open access article under the CC BY- SA license.
Corresponding Author : Nasrullah Djamil



Jurnal Aud ; Manajemen

Vol. 1, No. 2 (Juni, 2023)
ISSN : 3025-2563 Pp.76-88

glejser. Dalam uji glejser jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel

dependen, maka ada indikasi terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2018).
4. Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini, pengujin hipotesis menggunakan regresi berganda. Sesuai dengan permasalahan

dan perumusan model yang telah dikemukakan serta kepentingan pengujian hipotesis, maka teknik yang
digunakan dalam penelitian ini menggunakan bantuan software SPSS (Stastical Package for Social Science)
yang meliputi analisis regresi linier berganda. Analisis linier berganda digunakan untuk menggunakan
signifikansi pengaruh Kepemimpinan (X1), Pengawas Internal (X2), Konsultan (X3), Quality Assurance (X4),
Katalisator (X5) dan Pelaksanaan Maturitas SPIP (Y). Model persamaan regresi yang digunakan untuk menguji
hipotesis ini adalah:

Y = a+ BIX1 + B2X2 + P3X3 + p4X4 + P5X5 + €

Dimana :

Y = Pelaksanaan Maturitas SPIP

X1 = Kepemimpinan

X2 = Pengawas Internal

X3 = Konsultan

X4 = Quality Assurance

X5 = Katalisator

e = Error

a = Konstanta

B = Koefisien regresi
a. Uji F

Uji ini digunakan untuk menguji apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel
dependen. Jika nilai probabilitas signifikan < 0,05, maka hipotesis diterima dan berarti model regresi dapat
digunakan untuk memprediksi variabel independen. Jika nilai probabilitas signifikan > 0,05, maka hipotesis
ditolak dan berarti model regresi tidak dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2018).
b. Uji Statsitik t

Uji ini menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam
menerapkan variasi-variasi dependen dan digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-
masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Variabel independen
secara individu dikatakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen apabila nilai p value
(sig) lebih kecil dari tingkat signidikan (o). Tingkat signifikan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah o =
5%. Hal ini berarti apabila nilai p value (sig) lebih kecil dari 5% maka variabel independen secara individu
dikatakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018).

c. Uji Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi digunakan untuk menguji goodness of fit dari model regresi. Besarnya nilai
koefisien determinasi ditunjukkan dengan nilai Adjusted R Square (R2), apabila suatu variabel independen
ditambahkan kedalam model sehingga tidak menimbulkan bias terhadap jumlah variabel independen yang
dimasukkan ke dalam. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan
variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati
1 (satu) berarti variabel- variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk
memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2018).
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HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Statistik Deskriptif

Tabel 1.1
Statistik Deskriptif

N Range Minimum | Maximum Mean Std. Deviation Variance
Statistic | Statistic | Statistic Statistic Statistic | Std. Error | Statistic Statistic
PELAKSANAAN MATURITAS 30 28 67 95 77,07317 | 1,176181 | 7,531236 | 56,71951
KEPEMIMPINAN 30 54 139 193 150,0976 | 2,065041 | 13,22272 | 174,8402
PENGAWAS INTERNAL 30 43 36 79 68,90244 1,55069 9,929262 | 98,59024
KONSULTAN 30 75 121 189 120,0375 | 2,650674 | 11,71696 | 141,4024
QA 30 56 145 176 60,02439 3,06902 8,29262 | 84,90244
KATALISATOR 30 61 111 123 40,90244 | 1,901996 | 3,001903 | 4,390244

Valid N (listwise) 30

Sumber : Data Olahan, 2020

Dari output diatas, menunjukkan jumlah responden (N) adalah 30 orang. Dari 30 orang ini pelaksanaan
maturitas SPIP terkecil (minimum) adalah 67,00 dan pelaksanaan maturitas SPIP tertinggi (maksimal) adalah
95,00 dengan nilai rata-rata motivasi belajar adalah 77,07 dengan standar deviasi 7,53. Kemudian
kepemimpinan terkecil (minimum) adalah 139,00 dan kepemimpinan tertinggi (maksimal) adalah 193,00
dengan nilai rata-rata adalah 150,10 dengan standar deviasi 13,22. Kemudian pengawas internal terkecil
(minimum) adalah 36,00 dan pengawas internal (maksimal) adalah 79,00 dengan nilai rata-rata adalah 68,90
dengan standar deviasi 9,93. Kemudian konsultan terkecil (minimum) adalah 121,00 dan konsultan tertinggi
(maksimal) adalah 189,00 dengan nilai rata-rata adalah 120,04 dengan standar deviasi 11,72. Kemudian quality
assurance terkecil (minimum) adalah 145,00 dan quality assurance tertinggi (maksimal) adalah 176,00 dengan
nilai rata-rata adalah 11,72 dengan standar deviasi 8,30. Kemudian katalisator terkecil (minimum) adalah 111,00
dan katalisator tertinggi (maksimal) adalah 1236,00 dengan nilai rata-rata adalah 40,90 dengan standar deviasi
3,00.

2. Uji Kualitas Data
a. Uji Validitas

Dari output penelitian dapat dilihat bahwa nilai Corrected item-Total Correlation seluruh butir variabel
Kepemimpinan, Pengawasa Internal, Konsultan, QA, Katalisator memiliki nilai kritis > dari 0,3 atau 30%.
Dengan demikian maka item butir untuk seluruh variabel penelitian dikategorikan valid dan layak digunakan
untuk pengujian selanjutnya.

b. Uji Reliabilitas
Tabel 1.2
Uji Reliabilitas Data

Cronbach's Alpha
Variabel Based on Kriteria Keterangan
Standardized

PM SPIP 0,740 0,60 Reliabel
KPM 0,826 0,60 Reliabel
Pl 0,844 0,60 Reliabel
KON 0,950 0,60 Reliabel
QA 0,660 0,60 Reliabel
KTL 0,710 0,60 Reliabel

Sumber : Data olahan, 2020
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Dari tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa nilai Cronbach Alpha (o) seluruh variabel penelitian nilai o >
0,60. Oleh Kkarena itu dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel handal dan dapat digunakan untuk pengujian
selanjutnya.

3. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas Data

Dilihat dari output penelitian nilai signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov seluruh variabel penelitian
diatas 0,05. Dapat disimpulkan bahwa masing-masing data pada variabel yang diteliti terdistribusi secara normal
dan layak untuk digunakan untuk pengolahan data selanjutnya.
b Uji Multikolinieritas

Dilihat dari nilai tolerance pada output, terlihat bahwa tidak ada nilai tolerance dari masing-masing
variabel yang kurang dari 0,10, dan tidak nilai VIF yang lebih dari 10. Maka ini dapat disimpulkan bahwa
seluruh variabel penelitian tidak terkena multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.
c. Uji Heterokedastisitas

Dilihat dari nilai signifikansi pada output penelitian, terlihat bahwa nilai signifikansi seluruh variabel
penelitian diatas 5 %. Maka ini dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terkena heterokedastisitas.

4. Uji Hipotesis (Regresi Berganda)
a. Uji Koefisien Determinasi

Tabel 1.3
Koefisien Determinasi

Adjusted Std. Error of
Model R R Square R Square the Estimate
1 ,8882 ,879 ,877 3,55948

a. Predictors: (Constant), KEPEM MPINAN, PENGAWAS
INTERNAL, KONSULTAN, QUALITY ASSURANCE,
KATALISATOR

b. Dependent Variable;: PELAKSANAAN MATURITAS SPIP
Sumber : Data Olahan, 2020

Dari data tabel 1.3 diatas, terlihat besaran nilai dari adjusted R2 adalah 0,877, hal ini berarti variabel
motivasi belajar dapat dijelaskan dan dipengaruhi oleh kedua variabel independen sebesar 87,7%. Sedangkan
sisanya (100% - 87,7% = 12,3%) dipengaruhi oleh variabel lainnya.

b. Uji F
Tabel 1.4
Uji F
Sum of

Model Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 1787,325 2 893,663 70,534 ,000%

Residual 481,455 38 12,670

Total 2268,780 40

a. Predictors: (Constant), KEPEMIMPINAN, PENGAWAS INTERNAL, KONSULTAN,
QUALITY ASSURANCE, KATALISATOR

b. Dependent Variable: PELAKSANAAN MATURITAS SPIP
Sumber : Data Olahan, 2020
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Dari data tabel 1.4 diatas, terlihat besaran nilai F hitung sebesar 70,534 dengan probabilitas sebesar 0,00.
Oleh karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel Kepemimpinan,
Pengawasa Internal, Konsultan, QA, Katalisator secara bersama-sama mempengaruhi Pelaksanaan Maturitas
SPIP.

c.Ujit
Tabel 1.5
Uji t
Model Unstandardized Coefficients | Standardized Coefficients t Sig.
B Std. Error Beta

1 (Constant) 29,98 34,73 0,86 | 0,00
KEPEMIMPINAN 0,39 0,14 0,81 2,67 | 0,01
PENGAWAS INTERNAL 0,89 0,18 0,68 1,73 | 0,00
KONSULTAN 0,73 0,12 0,61 2,47 | 0,00
QUALITY ASSURANCE 0,51 0,16 0,66 0,43 | 0,02
KATALISATOR 0,16 0,19 0,21 0,84 | 0,00

Sumber : Data Olahan, 2020

Dari data tabel 1.5 diatas, terlihat besaran nilai signifikansi seluruh variabel independen dibawah 0,05.
Oleh karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa seluruh hipotesis penelitian
diterima, dimana variabel Kepemimpinan, Pengawasa Internal, Konsultan, QA, Katalisator mempengaruhi
Pelaksanaan Maturitas SPIP di Kabupaten Solok Selatan, dengan persamaan matematis sebagai berikut :

Pelaksanaan Maturitas SPIP = 29,978 + 0,389 KPM + 0,89 PI + 0,73 KON + 0,51 QA + 0,16 KTL

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Teori Kepemimpinan Situasional, teori ini menyatakan bahwa
kepemimpinan yang efektif tergantung pada situasi yang dihadapi oleh pemimpin. Dalam konteks pelaksanaan
maturitas SPIP, kepemimpinan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan dan tantangan yang dihadapi
dalam implementasi SPIP dapat meningkatkan keberhasilannya. Pemimpin perlu memiliki keterampilan dalam
membimbing, mengarahkan, dan memotivasi pegawai untuk menjalankan SPIP dengan baik. Teori ini
menekankan pentingnya pengawasan internal dalam mendorong kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur, dan
standar organisasi. Pengawasan internal yang efektif dapat mempengaruhi perilaku pegawai dalam
melaksanakan SPIP dengan baik. Teori ini juga menyoroti pentingnya komunikasi yang baik antara pengawas
dan pegawai, pemisahan tugas yang jelas, serta penerapan kontrol yang tepat. Konsultan yang kompeten dan
berpengalaman dapat memberikan pengetahuan, wawasan, dan bimbingan yang diperlukan dalam pelaksanaan
maturitas SPIP. Konsultan dapat membantu organisasi dalam merancang, mengimplementasikan, dan memantau
sistem pengendalian internal yang efektif. Teori ini juga menyoroti pentingnya kerjasama dan komunikasi yang
baik antara konsultan dan organisasi. Pentingnya jaminan kualitas dalam meningkatkan pelaksanaan maturitas
SPIP. Dengan adanya mekanisme quality assurance yang kuat, organisasi dapat melakukan pemeriksaan dan
evaluasi secara terus-menerus untuk memastikan bahwa SPIP berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Teori ini juga menyoroti pentingnya peningkatan terus-menerus dan pembelajaran organisasi dalam rangka
meningkatkan kualitas pelaksanaan SPIP. Katalisator dengan pelaksanaan maturitas SPIP, konsep ini dapat
terkait dengan teori perubahan organisasi. Teori perubahan organisasi menekankan pentingnya faktor-faktor
yang dapat mempercepat atau memfasilitasi perubahan dalam organisasi. Dalam konteks pelaksanaan maturitas
SPIP, katalisator seperti dukungan manajemen senior, kebijakan organisasi yang mendukung, dan sumber daya
yang memadai dapat mempengaruhi adopsi dan pelaksanaan SPIP yang lebih efektif.
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